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MOTTO 

 

 

 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(QS. Al-Insyirah:6-8) 

 

 

 

 
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. 

Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. 

Start where you are, with what you have. Just… start. 

 

(Ijeoma Umebinyuo) 
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ABSTRAK 

 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan 

pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Landak dan kendala apa yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data adalah 

data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu narasumber dan responden dan 

data sekunder dari studi kepustakaan dan buku-buku. Analisis dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa 

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Landak sudah menjalankan program sesuai dengan 

peraturan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap namun dalam proses pelaksanaanya masih 

terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapai yaitu: kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi, Kurangnya sumber daya 

manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, tidak adanya jaringan internet 

di beberapa desa, kondisi jalan menuju desa yang kurang memadai, pemilik 

bidang tanah bukan domisili setempat, dan tanda batas/patok yang belum dipasang 

serta upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi, menambah sumber 

daya manusia untuk pengumpulan data yaitu dibantu sekelompok masyarakat 

yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana 

pengumpul data fisik dan data yuridis, diupayakan menggunakan kartu seluler 

yang terdapat pada beberapa desa dan menemukan beberapa titik atau lokasi yang 

terdapat jaringan, pada saat turun lapangan menggunakan kendaran yang 

memadai, petugas PTSL menjalin koordinasi dengan pihak desa/kelurahan 

mengenai data pemohon PTSL untuk segera dihubungi dan mengadakan 

sosialisasi mengenai kewajiban memasang tanda batas/patok. 

 

Kata Kunci: Tanah, Pendaftaran Tanah, Implementasi PTSL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

 

Tanah termasuk sumber kekayaan alam yang sangat dibutuhkan setiap 

manusia dan tanah mempunyai peran dan fungsi yang penting terhadap 

manusia dalam penghidupan dan kehidupannya, membangun tempat tinggal 

dan mencari nafkah. 

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat 

dijadikan sarana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga perlu campur 

tangan negara untuk mengaturnya sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” Pemerintah juga memberi perlindungan hukum tentang 

pertanahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan UUPA. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian bumi dan tanah 

sebagai yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1). Yang 

dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi. Pengertian bumi (yang disebut 

tanah), menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA juncto Pasal 4 ayat (1) 

adalah permukaan bumi dan tanah bumi dibawahnya serta yang berada 

dibawah air. Pengertian meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan 

permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut.
1
 

 

 

 

1
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA tidak memberikan rumusan 

yang jelas tentang istilah tanah akan tetapi terdapat penjelasan mengenai 

pengertian bumi dan tanah pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) UUPA. 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya 

alam, baik di darat maupun di perairan. Menurut AP. Parlindungan 

mendefinisikan pengertian agrarian, yaitu: pertama, dalam arti sempit, bahwa 

agrarian berwujud sebagai hak-hak atas tanah, ataupun pertanian saja dan 

kedua, dalam arti luas: agrarian meliputi bumi, air, ruang angkasa dan 

kekayaan alam yang tekandung di dalamnya.
2
 

 

Dalam penjelasan mengenai pengertian agrarian menurut AP. 

Parlindungan yang mendefinisikan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti 

sempit dan arti luas dapat disimpulkan bahwa pengertian agrarian dalam arti 

sempit hanyalah meliputi bumi yang disebut tanah sedangkan dalam arti luas 

meliputi bumi,air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya. 

Martin Dixon menyatakan pengertian tanah meliputi konsep tanah dari 

aspek fisik dan aspek pemanfaatannya. Tanah dari aspek fisiknya merupakan 

tanah yang terdapat didalam permukaan bumi maupun yang terdapat diatasnya 

sedangkan tanah dari aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat 

digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain terhadap hak-hak 

yang terdapat dibawah maupun diatas tanah tersebut.
3
 

 

Hak pada hakekatnya merupakan pemberian kekuasaan kepada 

seseorang ataupun sekelompok orang terhadap sesuatu hal atau benda sehingga 

dapat menimbulkan hubungan hukum antara keduannya dan apabila seseorang 

memperoleh kekuasaan atau hak atas tanah yang dimiliki maka pemilik atas 

tanah tersebut dapat menggunakan atau memanfaatanya tanahnya. 

 

 
 

 
hlm. 3. 

2
 Rahmat Ramadhani, 2019, Dasar-Dasar Hukum Agraria, CV. Pustaka Prima, Medan, 

 
3
 H.M Arba, 2019, Hukum Agraria Indonesia, Cet.6, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.8-9. 
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Mengenai penjelasan hak-hak atas tanah dapat ditemukan dalam Pasal 4 

ayat (2) UUPA. Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan “ Hak-hak atas tanah yang 

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air 

serta ruang yang ada diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung 

berhubungan dengan pengunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang- 

Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.
4
 

 

Hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA merupakan hak 

penguasaan atas tanah yang berisikan wewenang atau kekuasaan bagi 

pemegang hak atas tanah untuk mempergunakan atau berbuat sesuatu 

mengenai tanah yang dihaki. 

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA diperinci 

macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Pasal 16 ayat (1) UUPA 

menetapkan jenis-jenis hak atas tanah yaitu: 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Guna Bangunan 

d. Hak Pakai 

e. Hak Sewa Untuk Bangunan 

f. Hak Membuka Tanah 

g. Hak Memungut Hasil Hutan.
5
 

 

Atas dasar hak menguasai ditentukan adanya jenis-jenis hak atas tanah 

sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA dan terdapat pula 

jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat sementara. 

Jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat sementara ditetapkan dalam 

Pasal 53 ayat (1) UUPA, yaitu: 

a. Hak Gadai 

b. Hak Usaha Bagi Hasil 

c. Hak Menumpang 

d. Hak Sewa Pertanian.
6
 

 

 
4
 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria. 
5
 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria. 
6
 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria. 
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Hak atas tanah yang bersifat sementara seperti yang disebutkan pada 

Pasal 53 ayat (1) UUPA yang dimaksudkan dengan sementara, dalam waktu 

yang singkat hak atas tanah akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat- 

sifat pemerasan atau bertentangan dengan UUPA. 

Masalah yang sering kita lihat pada masyarakat adalah masih ada 

masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat tanah 

akibatnya sering terjadi sengketa kepemilikan tanah yang belum didaftarkan. 

Maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertifikat hak 

atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian atas kepemilikan tanah. 

Kepastian hukum memiliki fungsi yang penting untuk mengatur 

kehidupan masyarakat yang adil dan dapat menghindarkan terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Dalam 

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria sebagai berikut : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengigat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 
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4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya 

tersebut.
7
 

 

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

rancangan Undang-Undang Pokok Agraria salah satu tujuan pembentukan 

UUPA adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai 

hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka dilaksanakan pendaftaran tanah. Seperti yang tercantum pada Pasal 19 

UUPA. 

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 

Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021 ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal 

atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia dan 

Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara 

sistematik dan jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 

dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan 

Pemeritah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 
 

 

 
Agraria. 

7
 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tetap berlaku 

selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021. dikarenakan dalam peraturan baru menambahkan ketentuan-ketentuan 

yang tidak ada pada peraturan sebelumnya. 

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus 

berkesinambungan dan teratur dengan meliputi pengumpulan, pengolahan 

pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis.
8
 

 

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mendaftarkan suatu hak kepemilikan atas tanah supaya mendapatkan kekuatan 

hukum terhadap bidang tanah yang dimiliki. Indonesia menganut sistem 

pendaftaran tanah negatif yang artinya negara tidak memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada pemegang tanda bukti yang sah (sertifikat) atas 

kebenaran data, selama belum ada pihak lain yang bisa menunjukkan 

pembuktian mengenai kepemilikan tanah maka tanah tersebut tetap dimiliki 

oleh pemegang sertifikat. 

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, bahwa tujuan dari pendaftaran 

tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
9
 

 

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum namun masih banyak masyarakat yang tidak 

 
 

8
 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

9
 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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memahami pentingnya pendaftaran tanah guna menghindari terjadinya konflik 

atau sengketa yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang maka perlu 

dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dapat dilakukan di Kantor 

Pertanahan dan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di 

Kabupaten/Kota masyarakat setempat. 

Untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, di Indonesia 

memiliki dua cara pendaftaran tanah yakni pendaftaran secara sistematik dan 

sporadik. 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan.
10

 

2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian atau wilayah suatu desa/kelurahan secara individual dan 

massal.
11

 

 

Pendaftaran tanah secara sporadik dapat diartikan pendaftaran tanah 

yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan secara 

individual dan massal. Pendaftaran tanah secara sistematik umumnya bersifat 

massal dan dilaksankan pada wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan maka 

dari itu untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh 

panitia yang khusus dibentuk untuk pelaksanaannya. 

Mengenai pendaftaran tanah secara sistematik pada tahun 2017 

pemerintah membentuk program yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) dan dibentuk peraturan mengenai PTSL yaitu Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 

 
 

 
Tanah. 

Tanah.. 

10
 Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

 
11

 Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
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Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) selanjutnya Peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan 

baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mengatur agar 

pelaksanaan PTSL dapat dilaksanakan dan dipercepat pelaksanaannya untuk 

seluruh obyek di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Sebelum adanya program PTSL ini pemerintah memiliki program untuk 

persertfikatan tanah secara massal yaitu Proyek Operasi Agraria Nasional 

(PRONA), namun semenjak tahun 2017 pendaftaran tanah melalui PRONA 

diganti dengan PTSL dikarenakan PRONA dianggap belum terlaksana secara 

maksimal. 

Latar belakang dibentuknya program PTSL dikarenakan masih 

banyaknya bidang-bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan 

bersertifikat serta lambannya proses pembuatan sertifikat tanah yang selama ini 

menjadi perhatian pemerintah.. 

PTSL sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama 

kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama 

lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 
12

 
 
 

12
 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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PTSL adalah program sertifikasi tanah yang dibentuk oleh pemerinth 

melalui Kementrian ATR/BPN, program ini adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak dan meliputi semua 

obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. 

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 

2018 disebutkan tujuan dari PTSL yaitu untuk mewujudkan pemberian 

kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat 

berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka 

serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat, dan ekonomi Negara serta mengurangi dan mencegah sengketa 

dan konflik pertanahan.
13

 

 

Program PTSL ini dapat membantu agar terhindar dari sengketa 

kepemilikan hak atas tanah serta mempermudah untuk mendaftarkan dan 

mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki. Dengan adanya 

sertifikat tanah pemilik hak atas tanah dapat memiliki bukti atas kepemilikan 

tanah dengan surat-surat yang lengkap dan sah dimata hukum dan juga dapat 

mempermudah dalam perizinan usaha dan pembangunan. 

Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten dari 14 

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak 

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 dan disahkan 

tanggal; 4 Oktober 1999. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Landak 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Mempawah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu 

Raya. Luas wilayah Kabupaten Landak 9.909,10 km
2.

 Kabupaten Landak 

memiliki 13 Kecamatan dengan 5 kelurahan dan 156 Desa dengan jumlah 

penduduk 404.155 jiwa.
14

 
 

 

 

 

 
 

13
 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
14

 Pemerintah Kabupaten Landak, https://landakkab.go.id/, diakses Pada 18 Maret 2022, 

Pukul 20:00. 

https://landakkab.go.id/
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Gambar 1.1 Peta Kabupaten Landak. 

 

Urusan pertanahan di Kabupaten Landak merupakan tanggung jawab 

Kantor Pertanahan Kabupaten Landak. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak 

adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Landak yang 

berada di bawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah 

BPN Provinsi Kalimantan Barat. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Kantor Pertanahan Kabupaten Landak tahun 2017-2021. 
 

No Tahun PBT SHAT 

1 2017 14.200 14.200 

2 2018 12.698 11.098 

3 2019 16.100 8.500 

4 2020 3.750 4.000 

5 2021 3.310 10.662 

 
Program PTSL sudah dilaksanakan di Kabupaten Landak sejak program 

dimulai yaitu tahun 2017. Dalam kurun waktu 2017-2021 Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Landak telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 

 

50.058 dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 48.460. dari 70 desa 

yang ada di Kabupaten Landak. Kepala Kantor Pertanahan Kabupeten Landak 

bapak Saumurdin mengatakan bahwa masih 166.000 bidang tanah belum 

terpetakan di Kabupaten Landak saat ini.
15

 

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengemukakan topik berjudul: 

“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

LANDAK” 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penulis adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Landak? 

2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak? 

 

 

 

 

 
15

 https://kot-batam.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2172/tindak-lanjut-percepatan-ptslpm- 

kementerian-atrbpn-dukung-implementasi-ppra-di-kabupaten-landak, diakses Pada 18 Juli 2022. 

https://kot-batam.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2172/tindak-lanjut-percepatan-ptslpm-kementerian-atrbpn-dukung-implementasi-ppra-di-kabupaten-landak
https://kot-batam.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2172/tindak-lanjut-percepatan-ptslpm-kementerian-atrbpn-dukung-implementasi-ppra-di-kabupaten-landak
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Landak 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak? 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah sumber informasi 

dan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang perdata khususnya mengenai 

proses pendaftaran tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). 

2. Manfaat praktis 

 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

kepada instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Landak 

mengenai progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahamam dan manfaat 

serta bahan informasi bagi masyarakat mengenai program Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). 

E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori 

 

1. Kerangka Konsep 
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Hukum adalah sebuah aturan berupa sanksi atau norma yang berlaku 

dan dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat disuatu Negara. 

Dengan adanya hukum dapat membatasi perilaku masyarakat dan juga 

mewujudkan keadilan untuk masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk 

mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, dalam hal ini berarti bahwa 

seluruh masyarakat terlepas dari apapun latar belakang dan kedudukannya 

tetap memiliki posisi yang sama dimata hukum. 

Di Indonesia terdapat macam-macam hukum yang berlaku salah satu 

nya yaitu hukum perdata. Hukum perdata juga disebut dengan hukum privat 

atau pribadi karena mengatur kepentingan perorangan, hukum ini mengatur 

hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. 

Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak 

dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan 

keluarga dan didalam pergaulan masyarakat (Sudikno Mertokusumo).
16

 

Hukum perdata yang dikatakan Sudikno Mertokusumo adalah hukum 

yang mengatur hubungan antar subjek hukum yang terbagi antara orang dan 

badan hukum dan dari hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

Dalam konsep hukum, hubungan antara orang dengan benda 

merupakan hubungan yang disebut hak. Artinya hak kepemilikan atas suatu 

benda, disebut hak milik atas benda itu. Dalam hubungannya dengan hak 

milik atas tanah, maka ada suatu proses yang harus dilalui yaitu proses 

penguasaan, dimana hak menguasai itu harus didahului dengan tindakan 
 

 

 

16
 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenai Hukum Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 108. Mengutip P.N.H.Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Cet. 3, Kencana, 

Jakarta, hlm. 6. 
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pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan 

batas waktu tertentu akan menjadi hak milik.
17

 

 

Dalam pergaulan bermasyarakat dapat terjadi hubungan antar subjek 

hukum dalam pengaturan tentang tanah diatur dalam UUPA. Hak milik atas 

tanah diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik atas 

tanah merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dan mempunyai fungsi sosial. 

Adapun kegiatan dalam pendaftaran tanah diawali dengan tahapan- 

tahapan meliputi: 

1. Pengukuran 

2. Pemetaan 

3. Pembukuuan tanah 

4. Pendaftaran 

5. Peralihan hak atas tanah 

6. Pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukti yang kuat.
18

 

 

Hukum tanah menganut sistem negatif jadi sertifikat tidak bersifat 

mutlak melainkan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat di 

bindang pertanahan. Pemberian kepastian hukum dibidang pertanahan 

memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang 

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan- 

ketentuannya. 

Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata 

diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang 

memungkinkan bagi para pemegang hak atas untuk dengan mudah 

membuktikan hak nya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang 

 

17
 Indri Hadisiswati, 2014, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas 

Tanah”,Ahkam, Vol. 2, No. 1. 
18

 Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, hlm. 2. 
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berkepentingan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai 

tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan serta bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terdapat asas-asas 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa 

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka. Penjelasan terhadap asas-asas pendaftaran 

tanah sebagai berikut : 

a. Asas sederhana adalah suatu kegiatan berupa daftar isi tanah untuk 

dimaksudkan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama hak atas tanah. Sebagaimana hal ini tentunya dengan cara 

sederhana terutama harus adanya proses pengurusan harus menghemat 

biaya, waktu dan prosedurnya sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah. 

b. Asas aman adalah kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk 

memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah 

tersebut. 

c. Asas terjangkau adalah tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah juga 

diperuntukkan bagai kebutuhan masyarakat dengan golongan ekonomi 

lemah.
19

 

 

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan asas. Dengan 

penerapan asas-asas ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi 

masyarakat yang akan mendaftarkan kepemilikan hak atas tanahnya. 

Kegiatan pendaftaran tanah wajib dilakukan karena dapat 

meminimalisir adanya konflik sengketa tanah. Dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan 

 
19

 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingsn 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- 

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
20

 

 

Kegiatan pendaftaran tanah dapat meminimalisir terjadinya konflik 

sengketa tanah dikarenakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan 

kepastian dan perlidungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan 

hasil akhir penerbitan sertifikat yang dapat membuktikan kepemilikan yang 

sah atas tanah yang dimiliki. 

Dalam pendaftaran tanah terdapat objek-objek pendaftaran tanah. 

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, meliputi : 

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai; 

2. Tanah hak pengelolaan; 

3. Tanah wakaf; 

4. Hak milik atas satuan rumah susun; 

5. Hak Tangunggan; 

6. Tanah Negara. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dalam hal Tanah Negara 

sebagai obyek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 

merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.
21

 

 

Terdapat beberapa objek dalam pendaftaran tanah seperti yang 

dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Maka 

dalam proses pendaftaran tanah objek harus sesuai dengan pasal tersebut 

untuk dapat dilaksanakan pendaftaran atas bidang tanah. 

Dalam pendaftaran tanah instansi penyelenggaranya adalah Kantor 

Pertanahan yang terdapat pada setiap daerah kabupaten atau kota. 

Pendaftaran tanah dilakukan melalui dua sistem yaitu pendaftaran tanah 

sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Berbagai hal mengenai 
 
 

20
 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

21
 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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pelaksanaan pendaftaran tanah, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

dengan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian dalam hal pendaftaran 

sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia ajudikasi.
22

 

 

Ada dua sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten atau Kota yaitu pendaftaran tanah sistematik dan 

sporadik. PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program 

sertifikat gratis dari pemerintah. PTSL diatur dalam Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, PTSL adalah program pendaftaran 

tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah 

Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar. 

Dalam pelaksanaan program PTSL tentunya dilakukan dengan 

beberapa tahapan. Pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tahapan- 

tahapan tersebut meliputi : 

a. perencanaan; 

b. penetapan lokasi; 

c. persiapan; 

d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas; 

e. penyuluhan; 

f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; 

g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; 

h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; 

i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; 

j. pembukuan hak; 
 
 

22
 Aartje Tehupeiory, 2012, “Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Raih Asa 

Sukses, Jakarta, hlm. 14. 
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k. penerbitan sertipikat hak atas tanah; 

l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan 

m. pelaporan.
23

 

 

Proses pelaksanaan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan 

dimulai dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu 

pelaporan. Dengan adanya tahapan-tahapan terebut pelaksanaan PTSL 

diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pendaftaran tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

benar, dan tentunya disertai dengan persyaratan pendaftaran tanah yang 

benar pula. Dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana yang 

berperan sebagai pelaksana dalam pendafaran tanah di Indonesia adalah 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

ATR/BPN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang mempunyai 

tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang. Badan Pertanahan Nasional diatur 

melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 peraturan ini mencabut 

peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 

Tentang Badan Pertanahan Nasional. 

2. Kerangka Teori 

 

a. Teori Negara Hukum 

 

Istilah rechtstaat (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru 

muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya 

seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan 

dan sebagainya. Istilah negara hukum dapat dikatagorikan masih baru. 

Istilah rechtstaat pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816- 
 
 

23
 Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “das 

Englische Verweltunngerechte” (1857), ia mempergunakan istilah 

“rechtstaat” untuk pemerintahan Negara Inggris.
24

 

 

Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum 

yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat. 

Negara hukum menjaga ketertiban hukum agar tidak terganggu dan 

semua berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Pemikiran konsep rechstaat Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh 

Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri 

dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau 

pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hakhak asasi manusia, 

yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan 

peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur), dan; d) adanya peradilan 

administrasi dalam perselisihan..
25

 

 

Dengan adanya unsur-unsur hukum seperti yang dikemukakan 

Julius Stahl dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum warga 

negara dari kemungkinan tindakan yang sewenang-wenang oleh 

penguasa yang menyangkut hak-hak warga Negara. 

Istilah negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam pasal 1 ayat 

 

(3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi 

“Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi 

“hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Negara hukum atau 

istilah rechstaat adalah negara yang setiap tindakan nya berdasarkan pada 

aturan sesuai dengan hukum yang ditetapkan. 

 
 

24
 A. Mukthie Fadjar. 2004. Tipe Negara Hukum. Bayumedia Publishing. Malang hlm. 10. 

25
 Nani Suryawati, 2020, Hak Asasi Politik Perempuan, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 

13. 
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Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukan oleh 

para filsuf yang kemudian dalam perkembangan nya para ahli hukum 

juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang Negara hukum 

kemudian yang dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian.
26

 

 

Negara hukum dikenal dengan tujuan hukum yaitu keadilan 

hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, 

yang dimaksudkan ialah negara menegakkan hukum untuk kebenaran 

dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

dipertanggungjawabkan. 

b. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian hukum menurut pendapat Jan Michiel Otto dalam 

bukunya Adrian Sutendi, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Ada aturan hukum 

yang jelas dan konsisten: (2) Instansi pemerintah menerapkan aturan 

hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya: (3) Masyarakat 

menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut: (4) 

Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan 

hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa 

hukum: (5) Putusan hukum secara konkrit dilaksanakan.
27

 

 

Kepastian hukum adalah ketetapan atau ketentuan dari peraturan 

atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Kepastian hukum 

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, 

hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat 

dijadikan pedoman perilaku bagi semua. 

Menurut Sudikno Martukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa dalam hukum tersebut harus dijalankan dengan 

baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang 
 

26
 Ibid., hlm. 14 

27
 Indri Hadisiswati, 2021, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas 

Tanah”. Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 10. 
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dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati.
28

 

 

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang 

mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir serta dapat 

dilaksanakan dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga 

Negara. 

Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan- 

aturan yang menjadi pedoman individu dalam bertingkah laku. Dengan 

adanya aturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut dapat menimbulkan 

kepastian hukum, tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian 

hukum dan keadilan. 

 

c. Teori Keadilan 

 

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adil memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan 

tidak berat sebelah. Keadilan menjadi salah satu tujuan perwujudan 

hukum sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum. 

Hukum adalah perwujudan eksternal keadilan dan keadilan adalah 

internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi 

hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of 

justice) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. 

Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun 

hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.
29

 

 

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang sangar erat, karena 

tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberi keadilan pada masyarakat. 

Suatu tata hukum tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa adanya keadilan. 

Beberapa tokoh filsuf menyampaikan konsep keadilan menurut 

mereka, salah satunya Aristoteles, yaitu sebagai berikut : 

28
 Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 

29
Sukarno Abuaera, M, M, 2017, Filsafat Hukum, Cet. 5, Kencana, Jakarta, hlm. 179-180. 
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1. Teori Keadilan Aristoteles 

 

Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, 

Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan- 

perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan ditengah 

perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah 

sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah 

orang yang melanggar Undang-Undang yang dengan tidak 

sepantasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang 

lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata sama 

rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undangundang 

adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan 

kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua 

kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama 

tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil 

terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita 

ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut 

kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan 

memperbaiki imbangan dengan hukuman. Sebab pergi kepada 

hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.
30

 

 

Keadilan tidak selalu tentang persamaan hak tetapi juga tentang 

ketidaksamaan hak yang didapat orang. Keadilan akan tercapai jika 

beberapa pihak diperlakukan secara sama dihadapan hukum. 

d. Teori Kemanfaatan Hukum 

 

Jeremy Bentham (1748-1831) merupakan filsuf 

utilitarianismeyang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan 

akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak 

kepada para individu. Undang-undang yang dihasilkan harus memuat 

kebahagiaan tersebut, sehingga undang-undang yang banyak memberikan 

kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai 

undang-undang yang baik.
31

 

 

Kemanfaatan yang didefinisikan Jeremy Bentham sebagai 

tindakan yang menghasilkan kebaikan, kesenangan, atau kebahagiaan 

 

 
 

30
 Ibid, hlm.184-185. 

31
 Ibid, hlm. 73 
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bagi sebanyak mungin warga masyarakat untuk mencegah terjadinya 

kejahatan atau ketidakbahagiaan. 

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan 

sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu 

kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik- 

buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu 

memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme 

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan 

di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak 

mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan 

bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat 

memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.
32

 

 

Baik buruknya hukum dilihat dari baik buruknya akibat yang 

dihasilkan dalam penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum bisa 

dinilai baik apabila akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya 

adalah kebaikan atau kebahagiaan. 

Penganut aliran Utilitarianis mempunyai prinsip bahwa manusia 

akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan 

yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Kebahagiaan ini 

selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak 

mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar 

kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam 

masyarakat (bangsa) tersebut.
33

 

 

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam 

Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada 

kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban 

masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar- 

besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum 

 

 

32
 Rozy Fahmi & Associates Law Office, “Aliran Utilitarianisme dalam Hukum”, 

https://rfalaw.id/2021/01/10/aliran-utilitarianisme-dalam-hukum/, diakses Pada 12 April 2022, 

Pukul 00:30. 
33
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merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari 

rasio semata. hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik 

dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum) yaitu fenomena-fenomena 

sosial di dunia kenyataan (empiris) yang memengaruhi perilaku hukum baik 

secara personal individual, maupun scara institusional masyarakat dan 

lembaga-lembaga hukum.
34

 

 

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku 

verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. 

2. Sifat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif 

yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebagaimana adanya suatu 

kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian 

serta menganalisanya sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

3. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik 

komunikasi langsung, Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan 

kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat 

 

34
 Nurul Qamar dan Farah Syah R, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non- 

doktrinal, CV. Social Politic Genius (SIGn): Makassar. hlm. 5 
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dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada narasumber yaitu, 

Kasi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Kasubsi 

Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Landak dan mengisi kuisioner untuk mendapatkan informasi 

dengan cara pengajuan angket yang diberikan kepada warga Kabupaten 

Landak untuk  memperoleh opini responden. 

4. Analisis data 

 

Dalam penelitian diatas maka peneliti menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu pengumpulan data tidak menggunakan angka dan tidak 

mengadakan pengukuran. Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat 

deskriptif sehingga pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 

komunikasi langsung yaitu dengan cara mengadakan wawancara. Data yang 

diperoleh menurut fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjawab 

permasalahan yang diteliti. 

5. Sumber data 

 

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan atau dari sumber pertama yaitu dari responden dan narasumber, 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku 

serta hasil penelitian yang relevan. 

a. Bahan hukum primer yaitu : 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

Tanah. 

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia. 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu buku-buku, jurnal, artikel serta dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sudah dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan 12 tahapan yaitu tahapan 

perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan panitia ajudikasi, 

penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data 

yuridis dan pembukuan hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta 

pengesahannya, penegasan konversi pengakuan hak dan pemberian hak, 

pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan 

penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan. PTSL di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Landak juga terealisasi sesuai dengan target namun dalam proses 

pelaksanaannya masih terdapat kendala. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak 

adalah: 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan 

administrasi, kelengkapan berkas permohonan data kurang lengkap 

sehingga proses pengumpulan data sedikit terlambat. 
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b. Kurangnya sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Landak. Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak 

terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil dan 28 Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri (PPNPN). Beban pegawai /staf tidak hanya mengenai 

kegiatan PTSL melainkan dari kegiatan permohonan rutin maupun 

kegiatan lainnya. 

c. Tidak adanya jaringan internet dibeberapa desa sehingga komunikasi 

terbatas. 

d. Kondisi jalan untuk menuju desa yang kurang memadai sehingga pada 

saat turun lapangan perjalanan sedikit terhambat dan desa/kelurahan yang 

jauh dari perkotaan. 

e. Pemilik bidang tanah bukan domisili setempat. 

 

f. Tanda batas/patok belum dipasang. 

 

B. Saran 

 

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Landak sudah terealisasi sesuai dengan target yang 

ditentukan namun dalam proses pelaksanaanya masih terdapat beberapa 

kendala maka dalam proses pelaksanaanya harus lebih optimal dan lebih 

ditingkatkan lagi sehingga program PTSL ini dapat terlaksana dengan baik 

dan kendala yang terdapat pada proses pelaksanaanya dapat berkurang. 

2. Agar pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berjalan 

dengan lancar diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang 
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terjadi di lapangan. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu: 

a. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi 

dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan adanya 

sosialisasi tersebut masyarakat dapat melengkapi berkas-berkas yang 

diperlukan sehingga proses pelaksanaanya berjalan dengan lancar. 

b. Menambah sumber daya manusia untuk pengumpulan data yaitu dengan 

dibantu sekelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan 

untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana pengumpul data fisik dan 

data yuridis. 

c. Dibeberapa desa terkadang tidak terdapat jaringan internet untuk 

beberapa kartu seluler, diupayakan menggunakan kartu seluler yang 

terdapat jaringan internet pada desa tersebut dan menemukan beberapa 

titik atau lokasi yang terdapat jaringan. 

d. Pada saat turun lapangan menggunakan kendaraan yang memadai, 

kendaraan yang khusus digunakan untuk kondisi jalan yang tidak bagus. 

e. Petugas PTSL menjalin koordinasi dengan pihak desa/kelurahan 

mengenai data pemohon PTSL maka pihak yang bersangkutan segera 

dihubungi. 

f. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Pemerintah desa terkait 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik secaara langsung 
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maupun melalui media sosial mengenai kewajiban memasang tanda 

batas/patok untuk mengurangi perselisihan kepemilikan bidang tanah. 
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